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PUTUSAN

Nomor 3108/Pdt.G/2024/PA.JB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

        PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan 04 Juli 1982, umur 42

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,

tempat  tinggal  di  (xx,  Email:  xx,  selanjutnya disebut  sebagai

Pemohon;

Melawan

           TERMOHON, tempat tanggal lahir di Medan, 14 September 1977,(umur

46  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxxx,

tempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11

Desember  2024 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Jakarta Barat dengan register perkara Nomor  3108/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal

11 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  03  Juli  2005  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 04

Juli 2005;

2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  berumah  tangga,

mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xx ; 
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3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

bercampur  (badha dukhul)  sebagaimana layaknya  suami  istri  dan sudah

dikaruniai seorang anak yang bernama, xx;

4. Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Juli 2010 keharmonisan

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  mulai  sering  terjadi

pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat  dan arahan

Termohon  tidak  mendengarkan  sehingga  Pemohon  merasa  tidak

dihargai sebagai suami; 

4.2. Bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain dan hal ini

diketahui langsung oleh Pemohon; 

4.3. Bahwa  ketika  bertengkar  dengan  Pemohon,  Termohon

sering  melakukan  kekerasan  verbal  seperti  menghina  dan

merendahkan Pemohon, dan kekerasan non verbal seperti memukul

Pemohon;

4.4. Bahwa  Termohon  sering  mengeluh  terkait  nafkah  yang

diberikan oleh Pemohon;

4.5. Bahwa Termohon memiliki sifat yang mudah marah kepada

Pemohon;

4.6. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon

dan  Termohon  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  keharmonisan  dan

kedamaian dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon tersebut pada bulan April 2018, antara Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  tinggal  satu  rumah  yang  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama ialah Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri ; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
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perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Pemohon  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon

kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta  Barat  Cq.  Majelis  Hakim untuk

berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  Raj’i terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  hadapan  sidang

Pengadilan Agama Jakarta Barat;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

Subsidair:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang,  bahwa  pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk

memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil

secara resmi dan patut, Pemohon telah dipanggil melalui email (e-summons)

sesuai  domisili  elektronik  Pemohon tersebut.  Terhadap  panggilan  tersebut

Pemohon prinsipal  hadir  di  persidangan,  sedangkan  Termohon tidak  datang

menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan,  meskipun telah

dipanggil  secara resmi  dan patut  melalui  pos /  surat  tercatat untuk sidang

tanggal  18 Desember 2024 sesuai  dengan relas panggilan kepada Tergugat

yang dibacakan di persidangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016,  bahwa

setiap  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  harus  terlebih  dahulu  melalui
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proses  mediasi,  akan  tetapi  dalam  perkara  yang  bersangkutan  karena

Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati

Pemohon  agar  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Termohon  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  lalu  dibacakanlah  surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan,

maka  Majelis  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  Pemohon  untuk

membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil  permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti surat berupa; 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK:  xx  atas  nama  xx  (Pemohon),

yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  xxxx  xxxxxxx xxxxx,  telah  bermeterai

cukup dan telah di-nazegelen,  yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal  04 Juli  2005 atas nama

Pemohon  dan  Termohon  yang  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  surat  sebagaimana  tersebut  di  atas,

Pemohon  juga  telah  menghadirkan  bukti  saksi  di  muka  sidang  yang  atas

pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal

di xx; 

Saksi  tersebut  telah memberikan keterangan di  bawah sumpah menurut

tata  cara  agama  Islam  di  muka  sidang,  yang  pada  pokoknya  adalah

sebagai berikut;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah teman Pemohon;
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- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka

telah menikah pada bulan Juli tahun 2005;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai

1 (satu) orang anak;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar

dengan  Pemohon  maupun  anaknya,  dan  Termohon  memiliki  Pria

idaman lain; 

- Bahwa sejak tahun 2018 hingga  sekarang antara  Pemohon dengan

Termohon  sudah  berpisah  rumah, sudah  tidak  pernah  melakukan

hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

-  Bahwa saksi  telah  memberikan saran kepada Pemohon untuk  tetap

mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin

lagi bisa dipertahankan;

2. xx,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx

xxxxxx, bertempat tinggal di xx;

Saksi  tersebut telah memberikan keterangan di  bawah sumpah menurut

tata  cara  agama  Islam  di  muka  sidang,  yang  pada  pokoknya  adalah

sebagai berikut;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka

telah menikah pada bulan Juli tahun 2005;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar

dengan  Pemohon  maupun  anaknya,  Termohon tidak  pernah

mendengarkan nasihat dan arahan baik yang diberikan oleh Pemohon,

dan Termohon menjalin hubungan dengan Pria idaman lain; 

- Bahwa sejak tahun 2018 hingga  sekarang antara  Pemohon dengan

Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang;

-  Bahwa saksi  telah  memberikan saran kepada Pemohon untuk  tetap

mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin

lagi bisa dipertahankan;

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara

lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon; 

 Menimbang,  bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  perkara  ini

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan

dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara

tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh

Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut

hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili

perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan

Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu,

berdasarkan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  Pemohon  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan  Cerai
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Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir,

maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi,  akan tetapi untuk memenuhi

ketentuan Pasal  82 ayat  (1)  dan ayat  (4)  Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  jo

Pasal  31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  rukun  kembali

sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  surat  permohonan,  maka  yang

menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh: karena

Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon maupun anaknya, Termohon

tidak  pernah  mendengarkan  nasihat  dan  arahan  baik  yang  diberikan  oleh

Pemohon,  dan Termohon menjalin hubungan dengan Pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil

permohonan Pemohon karena tidak hadir  menghadap di  persidangan, maka

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan

kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yang

telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  dan  ternyata

cocok  dengan  aslinya,  berdasarkan  bukti  tersebut  terdapat  fakta  bahwa

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04

Juli 2005, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Percut Sei

Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor: xx;

Menimbang,  bahwa Pemohon menghadirkan 2  (dua)  orang saksi  yang

telah disumpah di depan persidangan; 

Menimbang, bahwa saksi–saksi Pemohon telah memberikan keterangan

di  persidangan  yang  pada  pokoknya  menguatkan  alasan  dan  dalil-dalil

permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  melakukan  bantahan

terhadap bukti-bukti  yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil

permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar
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Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  Pemohon,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  untuk  mengabulkan  permohonan  baru  bisa  ditentukan

setelah  Majelis  Hakim  selesai  mempertimbangkan  satu  persatu  petitum

permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua),

yang  memohon  agar  Pengadilan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  jo

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis

Hakim  telah  mendengar  keterangan  keluarga  atau  orang-orang  dekat

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  persidangan  telah  menghadirkan  dua

orang  saksi  yang  masing-masing  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi,

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  yang

puncaknya  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah,  saksi-saksi

Pemohon  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  untuk  rukun,  namun  usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon

tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi

sering terjadi percekcokan dan perselisihan;

2. Bahwa  penyebab  percekcokan  dan  perselisihan  tersebut  adalah  karena

Termohon  sering  berkata  kasar  dengan  Pemohon  maupun  anaknya,

Termohon tidak  pernah  mendengarkan  nasihat  dan  arahan  baik  yang

diberikan oleh Pemohon,  dan Termohon menjalin hubungan dengan Pria

idaman lain;
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3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcokan tersebut antara Pemohon

dan Termohon telah berpisah rumah;

4. Bahwa  saksi-saksi  Pemohon  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  untuk

tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

sampai pada puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah tangganya

dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

tersebut  dapat  diketahui  dari  keadaan  para  pihak  yang  sudah  pisah  rumah

tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah

tangga antara suami  dan isteri  saling  melayani  dan melaksanakan hak dan

kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan

Termohon  sudah  lama  terjadi   konflik,  dan  saksi/keluarga  telah  berusaha

menasehati,  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil  dan  menyatakan  bahwa

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku

isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-

tidaknya  untuk  membujuk  Pemohon  agar  bersatu  kembali  dalam  rumah

tangganya  sebagaimana  semula,  hal  tersebut  juga  menguatkan  keterangan

saksi  bahwa antara  Pemohon dan Termohon telah terjadi  perselisihan yang

terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  hakim  juga  telah  berupaya  menasehati

Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai

dengan  Termohon  yang  menunjukkan  bahwa  Pemohon  sudah  tidak  lagi

berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat

menarik  suatu  kesimpulan  yang  merupakan  fakta  adalah  bahwa  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dalam  rumah  tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam  yang  tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
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tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan

suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling

pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi

berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah tangganya  dengan  Termohon,  maka

agar  kedua  belah  pihak  berperkara  tidak  lagi  lebih  jauh  melanggar  norma

agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif

untuk  menyelesaikan  sengketa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  firman  Allah

dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

Yang artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengisyaratkan  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  dapat  dibuktikan  oleh  Pemohon  di

persidangan,  maka  dari  itu  permohonan  Pemohon  patut  untuk  dikabulkan

dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak

menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  sekalipun  telah  dipanggil

secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya

tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan
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ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap

Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara

yang timbul dari perkara ini;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan,  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan,tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  Raj’i  kepada  Termohon  (TERMOHON)  dihadapan  sidang

Pengadilan Agama Jakarta Barat;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp.254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu

rupiah); 

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Jakarta  Barat  pada  hari  Rabu tanggal  18  Desember  2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  16  Jumadil  Akhir  1446 Hijriah  oleh  Dra.  Hj.

Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag. dan H.

Samsul  Fadli,  S.Pd.,  S.H.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd
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Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd
 

Junaedi, S.H.
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.   100.000,00

3. Penggandaan : Rp.   50.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,00

5. Biaya Panggilan : Rp.   34.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,00

7.  Biaya Meterai : Rp.   10.000,00

JUMLAH : Rp.   254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
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